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Pengantar

DBHCHT adalah bagian Transfer ke Daerah dari penerimaan cukai tembakau,

bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung penanggulangan

dampak negatif konsumsi tembakau.

Selama 2021–2025, rata-rata penerimaan cukai tembakau mencapai Rp211,9

triliun/tahun, dengan DBHCHT yang disalurkan ke daerah rata-rata Rp5,18

triliun/tahun.

Pengelolaan DBHCHT di daerah bermasalah: penyimpangan anggaran, tidak

tepat sasaran, dan minim transparansi, dengan kerugian negara mencapai

miliaran rupiah di berbagai daerah.

Pengendalian konsumsi rokok masih lemah akibat penegakan hukum yang tidak

optimal, meski 75% daerah telah memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok
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Masalah Tata Kelola DBHCHT di Daerah
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Korupsi di Dishutbun Kab. Bener Meriah
Aceh mengakibatkan kerugian negara

sebesar Rp.443 juta 

Indikasi pidana pada Disdag Kota Mataram
NTB  atas penyaluran DBHCHT tidak tepat

sasaran sebesar Rp.6,2 miliar 

Penyaluran BLT DBHCHT sebesar Rp.5,4
miliar di Kab. Ponorogo tidak tepat
sasaran. terdapat penerima bukan buruh
tani tembakau, saudara perangkat dan
pamong desa
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Tujuan
Merumuskan strategi reformasi tata kelola DBHCHT di daerah

Memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

Memastikan pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran bagi kelompok

rentan di sekitar industri tembakau

Mendorong konsistensi penggunaan DBHCHT sesuai peraturan

perundang-undangan
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Potret Tata Kelola DBHCHT

UU No.1 Tahun 2022 meningkatkan alokasi

DBHCHT dari 2% menjadi 3% penerimaan cukai,

dibagi ke provinsi dan kabupaten/kota penghasil

maupun non-penghasil.

PMK No.35 Tahun 2026 menyederhanakan

mekanisme penyaluran DBHCHT, namun baru

bersifat administratif dan belum menyentuh

substansi pemanfaatan DBHCHT di daerah.

PMK No.22 Tahun 2026 membawa perubahan

penggunaan DBHCHT yang berpotensi

menggeser fokus dari kompensasi dampak rokok

ke pengembangan industri tembakau.

Penyaluran DBHCHT tahun 2023 hanya 2,8% dan

2024 sebesar 2,4%, masih di bawah mandat 3%

yang diamanatkan undang-undang.
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Perubahan dan Penyesuaian Tata Kelola DBHCHT 
 (PMK No.72 tahun 2024 menjadi PMK No 22 tahun 2026)

Kegiatan Prioritas Daerah

Alokasi maksimal 6% DBHCHT dialihkan untuk

mendukung prioritas nasional, mempersempit

keleluasan daerah dalam memanfaatkan DBHCHT

bagi pembangunan daerah.
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Pengembangan Kawasan Industri Tembakau

Ketentuan baru mendorong pengembangan kawasan

industri tembakau, berpotensi menggeser paradigma

DBHCHT dari kompensasi dampak rokok menjadi

dukungan industri tembakau.

Relaksasi untuk Daerah Bencana

Fleksibilitas pengelolaan DBHCHT bagi daerah

terdampak bencana berpotensi mengaburkan tujuan

spesifik DBHCHT sebagai instrumen kompensasi

dampak industri tembakau.

Relaksasi untuk Daerah Bencana

Fleksibilitas pengelolaan DBHCHT bagi daerah

terdampak bencana berpotensi mengaburkan tujuan

spesifik DBHCHT sebagai instrumen kompensasi

dampak industri tembakau.
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Mekanisme Alokasi DBHCHT

SUMBER: DIOLAH DARI PMK NO.35 TAHUN 2026



 Sumber: Diolah dari PMK No.22 Tahun 2026 



Komitmen Pemerintah Atas Pengendalian Dampak Rokok
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RPJMN 2025-2029; Target penurunan konsumsi rokok untuk

penduduk usia 10 – 21 tahun dari 12,4% menjadi 8,4% di tahun 2029.

Selama 5 tahun (2021-2025) persentase penduduk merokok  usia 15

tahun keatas cenderung stagnasi di angka 28%. Sementara jumlah

produksi rokok setiap tahunnya cenderung menurun. 

DJBC Kemenkeu; 

       - Tahun 2023 menyita 253,7 juta batang rokok ilegal

       - Tahun 2024 menyita 710 juta batang 

       - Tahun 2025, menyita 745,9 juta batang rokok ilegal. 

      Tingginya angka ini membuktikan semakin masif dan

      meningkatnya konsumsi rokok ilegal di Indonesia.

Perpres No.28/2024 tentang kesehatan menegaskan tembakau atau

rokok dikategorikan sebagai produk yg mengandung zat adiktif yg

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan

masyarakat



Dukungan DBHCHT terhadap
Kemampuan Fiskal Daerah Distribusi DBHCHT 2025

Pemerintah menyalurkan DBHCHT sebesar

Rp6,39 triliun ke 27 provinsi di Indonesia.

01.

02

03
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Porsi dari Total DBH Pajak

DBHCHT hanya berkontribusi 15,3% dari total

dana bagi hasil pajak yang disalurkan.

Jauh Lebih Kecil dari DBH PPh

Nilai DBHCHT jauh lebih kecil dibanding DBH

PPh yang mencapai Rp30,96 triliun.
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Belum Optimal sebagai Instrumen Fiskal

Daerah

DBHCHT belum sepenuhnya mampu

mendorong ketahanan fiskal daerah secara

signifikan.



01.
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Temuan Lapangan Tata Kelola DBHCHT di  Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah
DBHCHT sebagai instrumen fiskal strategis untuk pembangunan

daerah, mendukung kebijakan nasional & alat kendali eksternalitas

negatif konsumsi rokok.

Masih terdapat tantangan mengenai sinkronisasi perencanaan

pembangunan di daerah yang belum sejalan dengan penetapan

alokasi DBHCHT pemerintah. 

Pelibatan DPRD dalam perencanaan penganggaran DBHCHT di

daerah masih terbatas. 

02 Kesesuaian dengan Ketentuan Penggunaan  DBHCHT
PMK No.22 tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKP bagi

OPD sesuai bidang dan proporsi yang telah ditetapkan serta

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah. 

Perlu peningkatan persentase alokasi DBHCHT ke daerah,

memperluas penggunaan DBHCHT sehingga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

03 Koordinasi Antar OPD
Sekretariat DBHCHT: lembaga ad-hoc di Biro Perekonomian Setda.

Bappeda sebagai TAPD bersama sekretariat DBHCHT berperan

mengkoordinasikan berbagai OPD pada proses penyusunan,

implementasi dan monev DBHCHT di daerah. 

04. Efektivitas Program
Penggunaan DBHCHT: 

       - Penegakan hukum: sosialisasi ketentuan bidang cukai, 

         pemberantasan BKC ilegal:rokok ilegal, cukai palsu); 

       - Kesehatan: kesehatan gratis, BPJS, membiayai iuran bagi Penerima 

         Bantuan Iuran (PBI) daerah dalam program JKN, dukungan sarpras 

         rumah sakit); 

       - Kesejahteraan Masyarakat: peningkatan kualitas SDM petani, Sarpras 

         budidaya pertanian, peningkatan keterampilan kerja, BLT, iuran

         jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pembinaan i

         industri dan lain – lain);

      - Indikator pembangunan manusia (IPM)

05 Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

penggunaan DBHCHT di daerah masih terbatas. 

Forum Musrenbang belum secara spesifik membahas penggunaan

DBHCHT, sehingga masyarakat tidak memiliki saluran yang jelas

untuk memberikan masukan. 

Keterbukaan informasi DBHCHT dalam APBD masih bersifat teknis

administratif. Informasi yang tersedia belum menggambarkan secara

detail penggunaan DBHCHT di daerah.



Tren Distribusi DBHCHT di Wilayah Studi tahun 2023-2026
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Selama tahun 2023 sampai 2025 DBHCHT

cenderung mengalami fluktuatif. 

Pada tahun 2023, Prov. Jateng menerima

DBHCHT sebesar Rp.1.306 miliar dan meningkat

menjadi Rp.1.498 miliar di tahun 2025. Namun

pada tahun 2026, alokasi DBHCHT menurun

tajam hingga 51% dan hanya memperoleh

alokasi DBHCHT sebesar Rp.765 miliar. 

Penurunan alokasi DBHCHT ini juga terjadi di

wilayah Prov. Jatim dan Provinsi NTB dengan

masing-masing penurunan alokasi DBHCHT

sebesar 50% pada tahun 2026 dibanding tahun

2025. 



Tren Alokasi DBHCHT
di Provinsi Jawa Tengah
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Tren Alokasi DBHCHT
di Provinsi Jawa Timur
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Tren Alokasi DBHCHT
di Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Urgensi
Reformasi
Tata Kelola
DBHCHT di
Daerah

Masalah Transparansi dan Pengawasan

Penyimpangan DBHCHT di daerah dipicu minimnya keterbukaan

informasi dan pengawasan publik, sehingga pemanfaatannya

kurang optimal bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Solusi Keterbukaan Informasi Digital

Penambahan fitur e-participation berupa e-information, 

e-consultation, dan e-budgeting pada aplikasi DBH earmarked

menjadi solusi untuk mendorong transparansi dan partisipasi

publik dalam pengelolaan DBHCHT.

Pengembangan Dashboard e-DBHCHT

Setiap daerah perlu mengembangkan dashboard e-DBHCHT

yang dapat diakses publik guna meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan

sesuai PP No.12 Tahun 2019.

01.

02

03
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Reformulasi
DBHCHT
yang
Berkeadilan
Bagi Daerah

Usulan Peningkatan Alokasi DBHCHT

Seknas FITRA mendorong peningkatan alokasi DBHCHT minimal

5% dari penerimaan cukai untuk mempercepat penurunan

prevalensi rokok sesuai target RPJMN 2025–2029.

Optimalisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan Hukum

Peningkatan alokasi DBHCHT bertujuan mengoptimalkan

Kawasan Tanpa Rokok di 383 daerah, memperkuat

pemberantasan rokok ilegal, dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Penambahan Indikator Kinerja Pengendalian Konsumsi Rokok

Seknas FITRA mengusulkan indikator "Pengendalian Konsumsi

Rokok" sebagai bagian dari pengukuran kinerja DBHCHT guna

memastikan efektivitas penyaluran di daerah.

01.

02

03
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Meningkatkan alokasi DBHCHT sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan cukai hasil tembakau yang
diprioritaskan untuk mendukung optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan penegakan hukum di daerah
serta sebagai bagian dari upaya membangun distribusi anggaran yang lebih berkeadilan bagi daerah.

01.

02.

03.

Rekomendasi

04

Memasukkan pengendalian konsumsi rokok sebagai indikator penilaian kinerja DBHCHT di
daerah sebagai upaya untuk mempercepat capaian pemerintah dalam menurunkan angka
prevalensi konsumsi rokok di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menjadikan DBHCHT sebagai salah satu
prioritas kegiatan monitoring, kordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi periode
2024-2029.

05.
Pemerintah Daerah Provinsi pengelola DBHCHT, perlu membangun
sistem informasi online atau dashboard e-DBHCHT yang memuat
dokumen rancangan kegiatan, realisasi program dan laporan
penggunaan anggaran yang dapat diakses oleh publik.

04.
Mendorong tahapan penyusunan rancangan kegiatan & penganggaran (RKP)
DBHCHT Pemerintah selaras dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah
sehingga proses pembahasan APBD sudah memasukkan alokasi DBHCHT yang
tepat.



Terima Kasih!
Seknas FITRA
Jalan Pancoran Barat III No. 18
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780
www.seknasfitra.org
sekretariat@seknasfitra.org
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